SALINAN
NOMOR 11/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa akibat merebaknya Corona Virus Disease (COVID-19)
di Kota Malang berdampak pada penurunan kondisi ekonomi

masyarakat penghuni rumah rusun sederhana sewa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Pembebasan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa

Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3372);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



Menetapkan

16.

17.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Malang Nomor 1);

Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita
Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Malang

Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN TARIF SEWA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang untuk selanjutnya
disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam
arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah,
status penguasaannya sewa serta dibangun dengan
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dengan fungsi utamanya sebagai hunian.



5. Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pengelolaan
Rusunawa.

6. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan
uang tunai.

7. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk
sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa
Satuan Rusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa

untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
PEMBEBASAN TARIF SEWA

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pembebasan Tarif

Sewa Rusunawa.

Pasal 3

Pembebasan Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, berupa:

a. pembebasan atas pokok tarif sewa ruang hunian
Rusunawa; dan

b. pembebasan atas pokok tarif sewa ruang bukan hunian

Rusunawa.

Pasal 4

Pembebasan Tarif Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, berlaku mulai untuk Pembayaran Sewa

Rusunawa Bulan Mei 2020 dan Bulan Juni 2020.

BAB 111
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pengelola Rusunawa melaksanakan, mengoordinasikan, dan

mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 April 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal

16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya ,
PALA BAGIAN HUKUM,

Perﬁbina Tk. I

NIP{ 19650302 199003 1 019



